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PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Makassar  yang memeriksa  dan mengadili  perkara

perdata  pada tingkat pertama  dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Eka Hildayanti  Binti  Haeruddin, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 08

Oktober  1998,  agama  Islam,  pekerjaan  SPG  Beauty  Advisor

Wardah,  Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman di Jalan Graha Ria Asri Blok F No. 20, Rt. 004, Rw. 013,

Kelurahan  Sudiang,  Kecamatan  Biringkanaya,  Kota  Makassar

sebagai  Penggugat;

melawan

Gulbuddin Akbar Bin Syarifuddin, tempat dan tanggal lahir Bontoloe, 11 Januari

1994,  agama  Islam,  pekerjaan  Tentara  Nasional  Indonesia,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Atas,  tempat kediaman di

Asmil Yonif 700 Raider (wira Yuda Sakti), Kelurahan Tamalanrea,

Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan  Tergugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat Gugatannya  tanggal 10 Januari 2019

telah mengajukan Gugatan  Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Makassar dengan  Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal

10 Januari 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.   Bahwa Penggugat  adalah isteri  sah Tergugat,  menikah pada hari  Jumat

tanggal 27 Juli 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya,

Kota  Makassar  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  0726/02/VIII/2018

tanggal 01 Agustus 2018.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 2. Bahwa setelah duduk pengantin Tergugat dan Penggugat langsung berpisah

dan tidak pernah tinggal bersama.

 3.   Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6

bulan dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.

 4.  Bahwa sejak  tanggal  28  bulan  Juli  tahun  2018  keadaan  rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  harmonis  lagi  oleh  karena

terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

 5.  Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan

pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :.

  Tergugat  pernah  berlaku  kasar  dan  melempari  sepatu  dan  hp  juga

menendang kipas angin kepada Penggugat 

  Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat 

  Tergugat pernah memaksa dan menyeret Penggugat kedalam mobil untuk

dibawa dan tinggal di Asrama tapi Penggugat tidak mau 

  Tergugat tidak memperdulikan dan menghargai Penggugat 

 6.   Penggugat  telah  berupaya  untuk  tetap  mempertahankan  perkawinan/

rumah tangga tetapi tidak berhasil.

 7.  Bahwa akibat  kejadian-kejadian  tersebut,  Tergugat  dan Penggugat  telah

berpisah tempat tinggal setelah duduk pengantin tepatnya tanggal 28 bulan

Juli tahun 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat

telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin

kepada Penggugat.

 8.  Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif  satu-satunya yang terbaik

bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh

menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

 9.  Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu

ba'in shughra tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut  Penggugat memohon kepada

Pengadilan Agama Makassar, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai

berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
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2.  Menjatuhkan  talak  satu  Ba'in  Shugraa  Tergugat  (Gulbuddin  Akbar  bin

Syarifuddin), terhadap Penggugat (Eka Hildayanti binti Haeruddin) 

3,  Membebankan  biaya  perkara  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan yang berlaku. 

        Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  Penggugat

dan  telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat untuk rukun

kembali; 

        Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat  mengajukan

permohonan  secara  lisan  untuk  mencabut  gugatannya. Karena  belum

memperoleh izin dari komandan Tergugat untuk bercerai;

Bahwa dalam kesimpulannya  Penggugat   menyatakan agar permohonan

pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah

dicatat  dalam  berita  acara  sidang,  sehingga  untuk  mempersingkat  uraian

penatapan  ini  cukup  dengan  menunjuk  berita  acara  tersebut  yang  menjadi

bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  gugatan  Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat

telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan  Tergugat   tidak datang

menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Pemohon

mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.

Menimbang  bahwa  pencabutan  suatu   adalah  hak  bagi  pihak  yang

mengajukan  gugatan,  in  casu Pemohon,  dan  berdasarkan  Pasal  271  Rv

pencabutan  secara  sepihak  dapat  dibenarkan  sepanjang  Termohon belum

menyampaikan jawaban.

Menimbangbahwa oleh karena Penggugat  telah mencabut permohonana

quosebelum  Tergugat   menyampaikan  jawaban,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  pencabutan  gugatan  Penggugat   tersebut  sudah

sepatutnya dikabulkan.
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Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan  Agama Makassar untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbangbahwaoleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  dengan  Undang-

UndangNomor  50  tahun  2009 semua  biaya  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundan-undangan dan dalil-

dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

119/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Penggugat; 

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Makassar  untuk  mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara; 

3.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp331000,00 ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah); 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Rosniati, M.H.  sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H dan

Dra. Bannasari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Hj. Hasniah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh  Penggugat

tanpa hadirnya  Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosniati, M.H.
Hakim Anggota,
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Dra. Bannasari, M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H.
Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp  30.000,00 
   2.  Proses Rp  50.000,00 
  3.  Panggilan Rp240.000,00 
  4.  Redaksi Rp    5.000,00 
  5.  Meterai Rp    6.000,00 

    Jumlah Rp331.000,00
    ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) 
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